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PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN UAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 15 TAHUN 2003

TENTANG

PERLSAHAAN DAFRAH ATH MIMNUM

DENGAN AAHMAT THHAN YANG MAHA ES5&
BUPATI TAKALAR,

Menimbang  © 2 babwa dalam mangka Pembangunan dibidang kesehatan dan upaya
peningkatan sumber-sumber Pendapatan  Asli Daerah, semakin
dibutuhkan peningkatan Pelayanman, Pengelolaan Perusahaan Alr
Miruen guna mencapsi kehidupan vamg sehel dan perkembanoan
Pembangurnan Daerah.

b. bahwa datam upaya memenuhi kebutuhanr masyarakat  akan
torsedlanya Alr Minum sermakin meningkat maka Peraturan Daarah
hNomtar 01 Tahan 1993 perlo dirubah karena bidak sesusf depgan
ocrkombarsgan.

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakeud datam
fhuur a dan b perlr memwentok  poratiean Dacrab  tenkarg
FPerysahaan Daerah Air Minum,

Mengingat L. Undang—urdang Momor 29 Tahunm 1959, ientang Pembentukan
Daerah - dasrah Tirgéat 11 di Sudawesl (embaran Megara Takun 1959
Momor 7, Tambahan Lembaran Negara Normos 1822 ) ;

2. Undang - undang MNomor & Tahun 1969, tortang  Porusahoan
Dacrah (Lembaran MNegaa Tahun 1969 Momar 10, Tambahan
Lemybaran Magara Mamar 38687 7 ;

3 Undang-undang Momor S Tahun 1999 tentand Laresgan Prakbek
Monopall dan Persalngan Lsaha Hdak Sehat (Lembaran Neoara Tahun
1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negam Momor 3817

4. Urdang - umdang Nomar 22 Tahun 1995, tenkang
Pemierintahan Daerah (lembaron Megara Tafiin 1999 MNomor 60,
Tambahan Lombaran  Negare Mormnoe 38349 3 ;

5 Undang - undang MrTRar Fi Tehun 1992,  tentang
Perimbangan kKevamgan Amara Pemerintah Pusat dan Dasrah
[ Lembaran Negara Tahon 1999 Nomar 72, Tambahan Lembaran
Megara Momar 3844 ) -

6. Undarg - undarg MNomor 28 Tahun 1999 tontarng
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar Kemupsi, Kolusi
dan Mepoatlsme (Lembaran Negara Fahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Nedars Mamaor 3851) ;
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Keputusan Prestden  Momar 4 Tahun 19549 teritang
Tcoknik Penyusuman  Peraturan  Perundamg-undangan dan Genduk
Rancangan Undang-undang, Fancamgan Peraturan Peenerintah, dan
Rancanpan Kepulusan Presiden ;

Peraturan Menteri Dalam Meqan Memer 1 Tahun 1984 tentang Tata
Cara Pemilngan dan Pengawasan Perusahann Daerah di Liagkargan
Pramenintah Dasrah ;

. Peratyran Menterl dafam Negerd Momor 3 Tahun 1980 tentang

Pengedodaan Barang MK Perusahaan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 2 Tahwn 1998 tentang
Pedmman Penctapan Taof Air Minum pada Perusahagn Daceah Al
Minerm ;

Poraturzn Menterd Dalamn Neger Momar 7 Tahkun 1998 tentang
Kepergurusan Perusahaan Dacrah Air Minum ;

Perstoran Mentorf Dalam Meger Monvdr 34 Tahun NI000 Eentang
Pedoman Kepemawaian Perusahaan Daeral AR Miowm |

Keputusan Menteri Dalam Megeri Momor 47 Tahua 1999 tentang
Pedoman Penilaian Kineda Penasahaan Daerah Air Minum (PODAM) |
Keputusan Menteri Megara Otonomd Daerah Momor B Tabun 2000
tentang Pedoman Akunkansi Porusahaan Dasrah Al Minum ;

Peraturan Dasrah Kabupaten Talkalar Momor O Tahuen 1998 tontang
Penyidik Pogaeai Megari Sipil di Lingkungan Pemerintah ¥abupaten
Takalas ;

Peraturan Daerah KabupatenTekalar Momor 02 Tahon 2001 teniang
Kewenangan Femerintzh Kabupaten Takalar sebagai Daerah Dtenom .

Dengan Persetujuen

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANALAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ FPERATURAN DaERAH KASUPATEM TAKALAR TEMTANG
PERUSAHAAN DAFRAH AIR MINUM,

Dalarm Peraturan

BAB I
KETENTUAN UMM

Pa=sal 1

Daerah inl vang dinmakssd dengan ¢

a. Deerah adalah Kabupaten Takalar

iy

b. Pemerintah Daerah adalsh Kepala Dacrah besarta Perangkat Deerah Otonom yang

lain sebanai Badan Eksekulll Daersh
c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar ;
E d. Perusahaan Daerah adalah Perusahuan Daerah Alr Minum Kabupaten Takalar |
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Bardan Pengawac sdalah Badan Pengawsss pada Perosashaan Daerah Air Minom

.
Kabupaten Takalar ;

f. Direksi adalah Direksl pada Perusahaan Daerah Alr Minum Kabupaten Takalar ;

9. Karyawan adalab Karyawan yang bekera dan diga@ oleh Perssahaan Daerak Air Minuo
sesual Peraturan Perusahaan Daerah ; .

h. Hutang adalkh Hutang Perusabamn Paerah Air Minem

Piutang udalsh PirmEng Pecusahaan Daerah Alr Migum ;

Satarm adalsh terdid dard Saham Friontas oan Saham Biasa vang disetor sobanai Modal

Perusahaan Daerah Air Minum ;

K. Pemegang Saham adalah Femilik Saham yang tordid Pemerintah Daersh dan Warga
hegara Indonesia atan Badan Hukum yang didirikan sesusi Pergturan Perundang-
urdarmgan yang berlaky ;

I Air Minum adalah Air yang memenghi standar kesehatan.

e

EABR I
FEMBENTUKAN

Pazal 2

(1) Dongan Persturan Daerah il dibenbuk suatu Perusabaan Daerah Alr Munlm Kabupaton
Takalar.

() Perusahaan Daerah yeng dalam Persturan Deerah ini adalsh Badan Hulwm YANG
berhak berussha dibidang Alr Minerm,

(3) Pembentidcan sebagalmana dimmaksud pada ayvat {17 Passl ini dilafsanakan oleh Kepalz
Dazrah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah.

Pasal 3

Dengan fidak mengerangl ketentuan dalam Peraturan Dacrah ini, maka tethadap
Peruzahaan Daetah berlabu semua Peraturan Perundang-undangan Iainrysr yang tidak
bertentangan dengan Asas Demobkrasi Ekonomsd yvang mempakan o dan Sistem Skotormi
berdazarkan Parscasila.

SAEB II1
KEDUDUNAN, TUTJAN DAN BIDANG LISAHA
Bagfan Pertama
Tempat Kedudulan

Pasal 4

(1) Perusahsan Daersh Alr  Minum berkedudukan dan berkantor Pusat di Kabupaten
Takalar.

(2) Atac usul Direksl setelsh mendapatkan pertimbangan  Badan Pengawas  dan
Persetujuan Pewmnegoang Saham, Direksl dapat membentuk  kantor Cabang atau
Perwakilan diluar kabupaten Takalar.



Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum adalah .ikut serta dalam melaksanakan
Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pembangunan Ekonomi Daerah pada
khususnya untuk menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga
Bidang Usaha

Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum bergerak dalam bidang penyediaan Air bersih yang layak
diminum dan memenuhi Syarat-syarat kesehatan bagi penduduk dan perusahaan makanan
dan minuman serta usaha lainnya yang membutuhkan Air Minum.

BAB 1V
MODAL

Pasal 7

(1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari modal dasar dan saham ;

(2) Modal Perusahaan Daerah yang sebagian terdiri dari Kekayaan Daerah yang
dipisahkan dengan Kompetisi Kepemilikan sebagai berikut :

a. Minimal 60 % dimiliki Pemerintah Kabupaten dan 40 % dapat dimiliki oleh
Masyarakat Secara perorangan dan Badan Usaha lainnya.
b. Nilai setiap Saham akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

(3) Terhadap Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasai ini dapat
ditambah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah .

(4) Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan dana tersebut pada ayat (2) pasal ini
dari Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi dan Pusat serta
Pinjaman dari pihak’ lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar ;

(5) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini disetor kedalam Kas
Perusahaan Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah
dan Pemegang Saham lainnya ;

(6) Saham - saham Prioritas tersebut ayat (2) pasal ini hanya dapat dimiliki oleh
Pemerintah Daerah, sedang saham biasa juga dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah
dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;

(7) Pemindahan suatu saham biasa kepada pihak ketiga diadakan dengan pemyataan
tertulis yang ditandatangani oleh pemegang saham yamg bersangkutan dan kepada
pihak siapa saham itu dipindahkan.

(8) Pemindahan Saham Biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini dapat dilakukan
setelah mendapat Pertimbangan dari Badan Pengawas dengan di setujui oleh Kepala
Daerah.






BAB Y
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

(1) Rapat Umum Tabunar Perusahaan Daerah disgksanakan tiap fahon  selambat-
lambatrnya bulan Maret tahun Betjalan dan repat omerr Lednmyn sewakty -weaktu dapk
dilaksanakan ;

(2} Rapat Umum Pemegang Saobam dilaksanakan atas permintzan Direksi dergen surat
ercatal selamoat-ambatmya 14 had sebelum rapat dimwfai dan pengrilan tersebur
harus menyebutkan waktu dan tenpat dumana rapat akan diadokan beqity pula pokak
masakah yang akan diblcarakam ;

{3) Rapat Urnum Pemegarg Sabarm diladin oleh para pemegang saham dan dapae dibadin
oleh pinzk keding dengan undangan Cireksi jika dianggap pes :

4] Dalam Rapat bmum Pemegang Saham tidak baleb diaembil kepunisan mengenal pokak
yang tdak tersebut dalam Surat Panggikan kecuali -
da. Mongenal Tata Tertils
b, Usl — uswl Pemegang Saham yang telah dizjukan kepada Direksi selambat-

lamnbatnya S [tuuh) han sebalem epat dilaksanakan.

(5} Rapat Umum Pemegang Saham dipimpm oleh Direkbur Utema dan apablla bedhalangan
digant oleh salah saty Direktur yang ditunguk untuk i ;

{&] Keputusan — keputusan dalam Rapat Umom Pemegeno Saham diambil dengan
rmusyawarah mufakat ;

(7] Jika terdapat sosuatu niasalah tidak bisa dicapai kata mufakat, raka masalah tersebut
dlecrahkan kepada Kepala Daerah selakp Pemenang Sahom Priortas umtuk diambil
Keputrsan dengan memperhatikan gendapat pendapat peserta rapat ;

(8} Yang mempunyai hak suars dewam Rapat Limum Pemegang Saham adadah Pemegang
Saham wang telah menandatangani daftar hadir |

(9} Apabilz Pemegang Saham berhalangan hadir maka haknya selaku pemegang seham
dalam rapat umuem yang bersangkutan dapat memberikan kuesa terulis kepada
sigpapun yang diunjuk wrbuk mewakitinya.

BAB V1
ORFANISASI DAM MANATEMEN

Pasalg

(1} Perusahaan Daerah dipimpin oleh Cewan Direksi yang tevdin dari seorang Direktur
Utama dibantu obeh beberapa ovang Direktiw yarg bertargyunyg jswab #@s bidangnya
masing —masing ;

42} Dirgiter Lbama bertanggung jawab kepada Kepale Daerah dan Birckiue bertanggung
iawab kepada Diretiur Utama ; .

(3} Bilamana Dirchtur Ukarma berhalangan, maka twgasiya dilakukan ofeh salah secrang
angogda Dhrekiur yang tertua dalam §abatannya atau yang ditutjuk olah Direkdur
Ularna ;

(4} Bagan Stuktur Organisesi dan Uraian Tugas Forvcahoan Daergh inl df retapkan
demgan Keplmesan Kepala Daerah



Pasal 10

{1] Direktur LMama mewaklll Perusahaan didalam dan diluar Pengadilzn :

{2) Direktur Utama dapat menyorahken Koasa imewakili tersehut pada avat [ 1) kepada
sasgorang’beberapa orang karyswen Perusshaan Dasrah pada unit wsafa rreasing -
Masing maupor: bersama-sama atau kepada srandfbadan fain sesual prosedus hukurr:
vang berlaky,

Pasal 11

(1) Direksi mensntukan kehijaksanazn dalam memimpin Perusahaan ;
(2) Direksi mengurus dan mempemanggung fawabkan kekayaan Perusahazn ;

Pasal 12

Direksl dengan persctujuan Kepala Dasrah dan Petnegang Saham setelah mendengar

Peitimbangan dari Badan Pengawas untuk hal — baf :

4. Meminjankan uang atas mamez perusahaan dan mengadakan merjanjian ukang piutang
dengan pihak ke dua

b. Mengikat Perusahaan sebagai jaminan pinjaman

€. Mempersleh dara pinfaman dengan menjaminkan asset/kekavaan tetap (benda-benda
tak bergerak perusahaans,

EAR VIT
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DIREKST

Pezal 13

(1) Direksi Perusahaan Dasvsh digngkat berdasarkan syarot-Syarat kemampuan dan
keahllzn dibidang pengelolaan Perssahaan cesual Perghuran Perundang-undangan
vang berlaku ;

(2} Symrat — syart angooka Direksi
2 Anggota Direksl adalah Warga Negara Indonesia
b. Anggota Direksi meamiifk keahlian dibidangnya serta rempumyal akhlak dan moral

baik

Ananota dirsksl bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah

Anggota Direksi Hdak diperkenankan merangkap jabatan sksekntf lginnya atau

jabatan faln yang berhubungan dengan pengelolaan penrsahaan

€. Perdanghatzn Anggota Direksl ddak mekebihl umur 60 tEhun

f. Angoota Direks| berdini dad orang-orang yang tidak permah rrelokukan kegiatan
¥ang mortglkan Negara atau tindakan-tindakan yeng torcela dibidansg Perusahaan.

8. Anggota Direksi harus mempunyal pengalaman dalam pengelotaan Peresahaan
dtau Pemerintahan ménimal 2 Tahwn

h. Antara anggeta Direkst tidak boleh ada hubungan keluarga langsunn.

i. Anpgota Direksi thdak boigh mempiny  kepentingan  pribadi langsung  pada
Perusahaan Daerah vang berusaha datam lapangan yang bertujuan mencan lzha.

J.  Sehat Jasmam dan Rohanl.

ol b
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Pasal 14

(1) Pengangkatan Angoota Direksd

a. Anggota Direksi dianghst ofeh Kepala Daeradi*atas wsul Boadan Pengawas unick
masa jabatan 4 {empat] tahun dan dopat diangkat kembali 1 (sata) kali rreesa
jabetan setelah mase iebatan te-sefut Berakhic jika yang bersangketar berpflib
kembali

b. Selain Dlrcxtur (Mama Direksi yan mendwdukl 2 (dua) kal masa fabatan dapat
diangkat kembali uniuk masa fabatan yvang ke 2 (hga) apabila darl fabalan
Direkiur menjadi Clrektur Utama dan umumya tidak boleh meleldhi 60 fenam
pufuh ] mhun sefak sast diangkatmya.

{2) Sebefumn melaksanakan twgasnya Direksf dilamdk dan diswmposh aleh pejabat yamg

beraneverang.
Pasal 15

(1} Anggota Direksi diberhentkan atau dapat diborhentikan oeh Kepala Daerah meskipun

(2)

(3

rmasa jabatannya belum berakhle kansha :

a. Meninggal Dunka

b,  Afas permirtaan sendin

C. Maelakukan Perbuatan yang merugikan Peresghaan Deerah atzu  Kepentingan
Megarg

d. Kehilangan kewarganeoarsan

2, Semuatu hal yang menyebabkan dia ddak dapat melaksanakan tugasnya sccarg
wafar

7. Berakhir masa jabatanmya sebagai Dirshsi sebagaimana Pasal 14 huraf "a” dan
b Peraturan Daerah ini

9. Pemberhentian karena alasan ayat (I}  huruf °c” maka yango bersangketan
pemberhentiannya dengan tidsk  hommat.,

h. Tidak dapat memajukan Perusahaan,

Sebefum pemberhentiannya karena alasan tersebut pada ayat (1) huref “c” dilakukan

angoota Direksl yong bersangkutan diberd kesempatan uniek membefa dii dalam

suatu sidang khusus hal mana diakukan dalam wakiu 1 (salu) bulan sstelah anggota

Direksi yang bersangkidan diberikan sacara teriulls tenlang alasan pemberhendan ihy:

Selama  bersebut pada ayal 2 pasal i befum dipirfuskan maka Kepala Daerah atas

usul Badan Pengawas dapat memberhentiken Direksl yang barsangkytan dar tagasnys

untuk sementara waki dan jka tersebut pada ayat (1} huemf o™ adalah Civektor

Litema maka Kepala Deerah alas Usid Badan Fengawas dapat menunjuk ssiah seorang

Direksl untuk melaksanakan tugas jabatan sementara tersohut campai dengan adanya

Keputusan Kepala Daerah untuk iu:

(4} JBika dalam jangka wakitu 2 {dua} bulan pernberhentian sementara dilatuhkan Bebum

dda  keputisan © mengenal pemberientan Direksi  bordacarkan  ayat (2] maka
pemberhentian  sementara wakby #v menjadi batal dan anggota Dirckst yang
bersangkiean  dapat segera melanjutkan jabatannya  kecoall bilamana  omtuk
kepuiusan pemberhendian fersebut dipedukan Keputusan Pengadilan dan hal it haros
diberitahukan kepeda yang bersanghotn.



BAB ¥1I11
BADAN PENGAWAS

Pasal 16
(1) Syarat-syarat anggota Badan Pengawas
2. Eagdota Eadfan Pengaveas adalah Warga Mogara Irnkinesia
0. Anants Batan Pengawas mempunyst akifak dan morad yang baik
C. Anggote Badan Perkawas berdin darf crang-orang vang tidak mslskukan kegiatan
¥ang merugikan kepentingan Megara dan atau Endakan-tindakan yang tercela.
d. Antara sesama anggota Badan Pennawas dan apggota Direksl Hdak boleh ada
hubungan keluarga langsing.
2, Sehat Jasmanal dan Roblani
(2) Badan Pengawas bardomisili di wilayah Kabupaten Takakar

Pasal 17

Badar Pengawas mempunyal fugas dan fungsi melakukan  Pengewasan  kerhadap
Perusahaan Daerzh |

Pazal 18

(1 Angoota Badan Pengawas terdin atas sebanyak-banyahinya 5 dima) orang sedikie-
dikimya 3 {tiga) ovrang yang terderl darl Ketua, Sekretars dan Anogota Badan
Pernawas ;

(7} Anggom@ Badan Pengawas diangkat oleh Kepalta Dactah wntuk mssa Jabatan solamu-
famanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kernbali setelah masa jabatan ferschut
berakhir;

(3) Ketus dar anggota Badan Pengawas menerima uang fasa yang besamya dibetapkan
oleh Kepafa Dasrah dan dibebankan pada Perusahaar Daerab.

Pasal 19

(1) Badan Pengawas Perusahaan Daerah diangkat dan dibarhentikan oleh Kepala Daerah
dendgan  Keputusan |

(2) Anggota Badan Pengawas cCiberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Dasrah
meskipun masa jabatannya betum berakhir apabila :
. Meringgal dunia
b. Atas permintaan sendird
C. Melakukan perbuatan yang memugikan perusahasn Daersh atau kepentngan MNegars
d. Keehilangan Kewarganegaraan
. 3esuatnl hal vang menyebabkan la tidak dapat melaksanakan tuoasrya secara wafar
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PFasal 20

Sebelum angaota Direkst dan anggots Badan Pemgawas Perusahaan Dacrah menjalankan
tugasnya terhadap yang bersangkuten tedebib dahulu  ditakokan peiamtikan  dan
pergambilan surnpah aleh Kepalz Daerah, -

Pazal 21

Badamn Pengawas dalam melaksanakan tugas berkewajiban ¢

8. Memberkan pendapat dan saren kepada Daerah dan Direkss mengenal nencana kerja
dan anggaran Perusahaan serta perubaban tambahannya dan faporan-laporan lainnva
darf Diresksf

b. Menglkuti perkembangan keruatan  Perusahaan dan dalern  hal Perusahesn
menunjukkan acjala kemunduran, segeve molapockannya kepada kepala Decreh
dengan disertai saran mengenal langks perbalkan yang ditcmpeh

€. Membernikar pendapat dam saran kepada Kepala Daersh dan Direksd Perusahaan
Daerah mengenal setap masaalah lalntrva yang dianggap penting bagi rengelodaan
Perusahaan Daeraf,

d. Mernberikan laporan kepada Hepala Daerah secara beskala ( iwulen dan mhonan)
serta pada setiap wakcthy yang diperivkan mengenal perkembangan Perusahasn Doerah
dan hagll pelaksanaan tugas Badan Prngawas Perusahaan Dacrah,

Pasal 23

Dalam melaksanakan hrgas sebagalmana dimaksiw! peda pasal 21 Poraturan Daerah inl

Badan Pengawas wailb memperhatiian ;

3. Pedoman  dan poetunjuk-petunjuk ke kepala D[aerah  dengan  senantasa
memperhatikan cfesiens! Perusahaan Baerah,

b. Ketentwan dalarm Perusabaan Daeral pPada mazlmi-masing umnit usaha sers ketomtuan
Persteran Perundang-undzangan yang berlake

€. Pemisahan tugas Badan Pengawas dengmn tigas penourusan Perusahaan Dacrgh Yang
merupakan tgas dan tanggung Jawsah Dinsks]

Pazal 23

Calam melaksanakan mugas oan kewajibannya Badan Pengawas mempunyal weweanang

sebagai berikuy ;

d. Melihat buku-buku dan surstsurat sera dokumen-dokumen  $3nnya, memeriksa
keadaan Kas ( umtuk keperiuan werfikasl ) dan memadksa kekavaan Perusahaan
Diarah. .

b. Merninta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perucah@an mengenal segala peranatan
yang manyangkut pengelalzan Perusahaan Daerah,

c. Meminta Dircksi dan atas Pojabat lainnya dengan sepengetahuan Olecksi untsk

menahadix Rapat Badan Pengawas.
d. Menghadind rapat Direks| dan memberkan pandangan-pandangan terbadap hal-hal
yang diblearakan.
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Pasal 24

(1} Badan Pangawss mengadakan rapat sekurand-kurangnya 3 {Hoa b bulfan sekalf dan
sowiakby - wakbu bila diperlukan ;

(2} Dalam rapat sebagaimans dimaksud pada avat (1} pazal ini dibicarakan hai-hal yang
berhubungan dengan tugas pakak fungsi dan Fak sérla kewajibannya :

(3} Keputusan repat Badan Pengawas disiibs alas dasar musyawarah onbuk mofakat.

BAE IX
KETEMTUAN TARIF

Pasal 25

Kctentuan tanf Adr Minum detemtikan dengan Keputusan Kepala Daprah atas usul Direks)
Perusahaan melalyi Badan Pengawas.

BAB x
PEMBINAAN

Pasal 2&

{1} Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah difakukan olei Kepala Daerah ;

(2} Dalam Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dirmsksud dalam ayat (1} pasal ini Kepala
Dacrah dibanty oleh Sekretaris Dacrah Kabupaten atau Pefabat yang ditunjuke ik
itu.

BAE XTI
TANGGLUNG JAWAE DAN TUNTUTANM
GANTI RUGI KARYAWAN

Pasal 27

(1} Semua Karyawan Ferusahaan termasuik anpgote Direks| yang tBdak atav diberl tugas
menghimpun uangd, serat-surat berharga, barang-barang persedizan yang karena
tindakan meawan hukum atan karena melataikan  kewsjiban dan tugas yang
dibebankan kepada mereka dengan langsung atsu tdak langsung menimbulkan
kerugian Perusahasan Daerah diwajiblean mengoant kerugian tersebut sesual Pesaturan
dan Ketentuan runtutan ganti rug! |

(2} Semua karyawan Perusahaan Daergh yang dibebani tugas penyimpanan wang stau
swat hak mitik Porosahaan Daerah yang didmpan dalam gudang aBu tempat
penyimpanan yang khesus sematz-mata digenakan ontek keperfuan U diwajibkan
memberlkan pertanggungiawaban ontang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang
ditunjuk obah Kepala Daerah .

{3} Sermua surat buktl dan surat lainnya bagimanapun sifanya yarg ennasek bikargan
tata bukw dan administrasi Perusahean Daerah atau ditempat lain vang ditunjuk acleb
Kepala Doersh kecuali untuk scmestara waktn uniuk dipindahkan ke badan yang
dimaksud pade ayat (2] dalam hal ini dianggap peru vnbtuk kepentngan sesuaty
pemerksaan ;

(4) Untuk keperluan pemeriksaan bertakan dengan penetapan paiak oan kontro? akuntan
Padd wiwmnya surat bukli den surat lsimnya ermasuk pads et (3D untuk comentors
dapat dipindahkan kekaabar Akuynkan Negara.



BAB XTI
TAHUHN BIrgL
Pasal 2B

Tedurn buke Peresafasn Dacrak berdasarkan Tahun Te;‘[awm.

BAR XIII
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pazal 29

(1} Sclambat-lamhatnya 3 (liga) Bulan sebelim tshin Buku mufai beraku maks aleh
Direksi Persahaan Daerah Mefgadakan rencana keda dan Atggaran Takonan Witk
diminta persetujuan ook Badan Fengawas dam sslanjutnya ditetapkan cleh Kepala
Daerah ;

(2] Kernali apabila Badan Pengawss mengermukakan kebergtan atas repcana kerfa dan
anggaran sebelurn masa tabun bukm bane, maka anggaran varey berlaku adalah kaben
sebalimmya

(3} Dongan perubahan atay pertambahan angaarsn yang ediadi dalam tahun bk yang
Bersanghtan harus mendapat persetujuan dar Badan Fengawas dan ditctzpkan aleh
Kepala Dasrah,

. Pasal 30

{1) Untuk tiap - tiap tahun buku obeh Direkst penyusUnREn perhiiingan tahunan terdid da
neraca dan perfilbungan rugi daba dan wisampatkan kepadz Badan Pengawas untuk
dijadikan bahan dalam apat sefambat-tambatnya 3 {dga) buian sasudah tahun buku
berjalan berakkir ;

(2} Cara penilafan Pas Nerace dan Perhitungan hamus disabutkan :

(3} lika dalam wakty 1 (sat) bulan setelat yang telah disebut pada ayat (1] pasal ini oleh
Badin Pengawas Hdak digjukan keberatzn tertalis maka pethibyngan tahunan it
dianggap tefah disahkan ;

(4) Perhitungan tahunan tersehit pada ayat (1) disabkan oleh Kepals Doeraly dan
perndesahan termasuk mesnberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuati
yang termual kedalam perfitungan tersabuk,

HADR XTIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN PRODUIKST
Pazal 31

(1) Cadangan Diam atau rahasia Hdak bolkeh diaglakan

(2} Penggunaan laba bersih setelah terfebih dahuiu dikerangl dengan PeryusLtan,
pembagian pemegang saham biasa dan permlic modal Limnya dalam Peryzahaan
Daerah ditetapkan sebegai berikur - .

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah = G0 B
b. Cadangan Umnum: dan Cadangan Tujuan = 15 %
C. 2053 dan Pendidikan = 5%
d. Produks = 5%
& Sumhangan Dara Pensiun = E9
. DirehslKanyawan/BIP = 10%



{3) Pemgoungan iaba untuk cadangan umum sebagirmana dimaksid ayat (2] huruf “b*
Peraturan Daershr ik bllamana telah tercapal tuivan dapat dislihkan pada penagunaar
lain dengan Keputusan Direksl atas Keputusan Kepala Daarah *

(4) Cara mengurus dan menogunakan dang penysaan dan cadanoan tujuan yeng
dimaksud pada ayet (23 pasal ini ditentukan oloh ¥epaia Daerah setelah mendopatkan
pertimbanaan darl Badan Pengawas ;

(5] Penetapan Pembagian laha i peoncoang szham bigsa sebagaimann dimaksyd
ayat {2} pasal Inf dibetapkan rmelal rapat pemegang saham.

BAB XV
HKARYAWARN
Pasal 32
(13 Kedudukan Hukum karyawan, Gaji dan tunfargan lalnnya, penslin dari Cineksi dan
karyawan Perusahzan Daerah  distur dengsn Kepitusan Kepata Daerah dengan
memperhatikan kotentuan darn Peraturan yang berlake :
2} Direksi yang mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan Dasrah dengan
persetujuan kepala Doaersh melahyi Badan fengawas rmenurut ketentran-ketankran
pokeok Kepegawalan Perusahaan sebagalmana dimakeud avat (1] pasal ind .

BAB XVI
FPENGAWASAN
Pazal 33

(1} D=ngan tidak mangurangl bak Pejabat yang benvenzng dasi badaa Jakn yang menurur
Porundang-undangan  yang  berfaky,  benwenang mengadakan  penyidikan  dan
pemerikcaan tentang segala sesuatu mengenal pengurusan nmmah @ngga Daerah,
ofeh Kepala Daerah dapst menunjuk Peiabzl Badan Fangawasan Daerah  ontok
mefakukan pengawasan otas
Fengurusan dan pembinzan Perusahaan sorta pertamagingiawaban, hasil pengawasan
disampalkan kepada Kepala Dearah dan Badan Pengawas ;

{2) Abumntan Negara berwenang mekakekan pengawasan/pemeniksaan atas poagurrsan
serta pertangqung jawabannya .

BAB XVTE
PEMBUBARAMN
Pexsal 35

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan pembentukan panitia kuidasf ditetapkan dengan
Peratiiran Daerah ;

12} Semua kekayaan , Perusahaan Daerah setnlafy dizdakan Likuldasi dikembadikan kepada
pPenguasaan langseng Pemerintal Daerah setelah rmemperhitungkan hak pemegang
Saham bfasa | .

(3} Pertanagung fawaban Likuidasi oleh paritis Likufdasi dilakukan ofeh  Pemeringah
gacmh !!E;Ilg mamberkan pembsbasan @rggung jawab tentang pekerjaan vang telah

rselesatkan ;

{4) Dalam Likuidad pemenang Saham bertangeung jawab akan kerugan yang diderita
atay pfhak ke tiga apabita kerugian disebabkan olel karena neraca petrfitungan jaba
negi yarg tefah disahkan Hdak menggombarkan keadaan perusahaan Maerah yang
szbenarnya.



BAB XVIrY
HETENTUAN PERALIMHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah inf, maka Peraturan Dagrah Kabupaten Takalar
Moo 91 Tahun 1993 tevatang Perdinan Perssahaan Desrah Alr Minem, Lemidsaran Daerah
Fabepaten Takalar Norpgr 01 Tahun 1993 Serl O Nomor 05 fanggal 13 Mei 1993 dan

dirtyatakon tdak berlaku tagi.
EAR XIX

KETEMTUAN PENUTUPF
Pasal 36

Hathal yang befum diaur dalam Peraturan Daerah inf akan ditctapkan kemeoedian dengar
Keputusan Kepata Dasvah sspanjang mengenal grlaksansannya.

Pasal 37
Pergturan Daerah inl mulal beraku pada tangoal dundamgkar.

Agar soffap orang dapat mengetabuinya, memeriniahkan pengendangan Peraturan Daeh
ini dengan penempatannyD dalam Lenvidran Dasrah Kabupaten Takalar.

Chymdangkan di far .
Pada r@apggal, 13 Nopember 2003
SEKRET, Mﬁhﬂ KABUPATEN,

DrH.MNATSIR HUSAIN, M.5i
Pangkat : Pembing Lkama teda
Mip T 580 009 0B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
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